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Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan
tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah
satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran
video pedofilia melalui media sosial. Terkait dengan penegakan hukum
terhadap penyebaran video pedofilia melalui media sosial maka kepolisian
melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus
penegakan hukum terhadap penyebaran video pedofilia melalui media sosial.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum
oleh kepolisian terhadap pelaku penyebar video pedofilia melalui media sosial
(studi kasus di polda metro jaya), apakah yang menjadi faktor pengahambat
kepolisan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar
video pedofilia melalui media sosial.

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas
yaitu, pendekatan yuridis normatif, dan yuridis empiris. Data yang digunakan
adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi kepustakaan, dan studi lapangan.

Hasil Penelitian yaitu kualitas SDM aparat penegak hukum menjadi faktor
penentu dari berhasil atau tidak nya penegakan hukum yang telah diatur dalam
undang-undang. Selain dari kuatitas aparatnya, masyarakat juga memiliki peran
dalam penegakan tersebut. Komponen kultur memegang peranan sangat
penting dalam penegakan hukum. Tingkat penegakan hukum pada suatu
masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya
melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam melakukan usaha
pencegahan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas
terjadinya kejahatan dilingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak
hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur
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dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan
prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.. Semuanya memiliki
kesinambungan agar masing-masing dapat menjalankan kewajiban nya dalam
menegakan hukum tersebut. Sehingga konsep actual enforcement yang muncul
setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, kualitas SDM,
kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat yang
digunakan.

Saran terhadap Kepolisian adalah agar dapat  meningkatkan sumber daya
manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi tekhnologi informasi
yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama
kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan
penyebaran video pedofilia melalui media sosial. Masyarakat diharapkan agar
lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media
sosial, menjadi pengawas secara langsung dalam lingkungan sekitarnya,
meningkatkan pengetahuan dan infomasi masyarakat mengenai pedofilia.
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